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KATA PENGANTAR

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses di mana upaya
pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan
upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan
budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya
pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan
kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada
gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi
masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan
keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi
dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca
masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan
perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan
penyelenggara pendidikan masyarakat.

Seiring kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang
semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan
nonformal semakin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan
mutu dan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program pendidikan
masyarakat, maka disusun Standar Dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini.

Buku ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pembina, penyelenggara,
tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya
untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan masyarakat.
Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas
kontribusi dan perannya dalam buku ini. Akhirnya semoga buku ini yang
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disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat
bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT
memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua. Amin.

Jakarta, Desember 2012
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Ella Yulaelawati, M.A., Ph. D.
NIP 195804091984022001
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (DitBinDikmas),
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan institusi
yang mengemban amanat pembinaan penyelenggaraan pendidikan
masyarakat. DitBinDikmas berkomitmen memenuhi kebutuhan belajar
nyata sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Salah satu cara yang
ditempuh adalah memberdayakan dan mengembangkan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai satuan pendidikan nonformal yang
memberikan ~ layanan  pendidikan  bagi = masyarakat  yang
membutuhkannya.

PKBM sebagai satuan Pendidikan Nonformal merupakan prakarsa
pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat, perlu dibina secara
berkesinambungan menuju standar yang mapan. Manajemen PKBM
perlu ditata kembali agar lebih responsif dan berdaya dalam
melaksanakan fungsinya secara optimal, fleksibel, dan netral. Fleksibel
dalam arti memberi peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja
sesuai dengan yang mereka butuhkan, sedangkan netral adalah
memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa
membedakan status sosial, agama, budaya, dan lainnya untuk
memperoleh layanan pendidikan di PKBM. Untuk mengakomodir
berbagai keragaman yang ada serta meningkatkan kualitas proses
layanan pendidikan pada masyarakat, tenaga pendidik dan kependidikan
di PKBM harus merancang standar kebutuhan belajar yang diinginkan
secara demokratis, efektif, efisien, dan bermutu. Hal ini perlu dilakukan
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oleh penyelenggara PKBM karena tuntutan perubahan pendidikan masa
depan mengarah pada konsep pembelajaran berbasis kebutuhan
masyarakat.

Untuk memberi arah yang jelas pada upaya peningkatan kualitas
penyelenggaraan PKBM serta merespon keinginan masyarakat untuk
membentuk dan mendirikan PKBM diperlukan adanya pedoman
pembentukan PKBM. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi
masyarakat yang ingin membentuk dan mendirikan PKBM serta bagi
pemerintah dalam melakukan pengembangan, pengawasan, dan
pembinaan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Pendidikan Dasar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Nonformal.
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C. Tujuan

Adapun tujuan pedoman pembentukan dan penyelenggaraan PKBM,
sebagai acuan bagi:

1. masyarakat yang ingin membentuk dan mendirikan PKBM;

2. pembina program PAUDNI dalam merencanakan, melaksanakan,
membina, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PKBM,;

3. pemerintah pusat/daerah dalam melaksanakan pembinaan PKBM.
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BAB 11
PENGERTIAN DAN KONSEP PKBM

A. Pengertian

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan prakarsa
pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk
masyarakat. PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat
(Community Based Institution). Terminologi PKBM dari masyarakat,
berarti bahwa pendirian PKBM merupakan inisiatif dari masyarakat itu
sendiri. Keinginan itu datang dari suatu kesadaran akan pentingnya
peningkatan mutu kehidupan melalui suatu proses transformasional dan
pembelajaran. Inisiatif ini dapat dihasilkan oleh suatu proses sosialisasi
akan pentingnya PKBM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat
kepada beberapa anggota atau tokoh masyarakat setempat oleh pihak
pemerintah ataupun oleh pihak lain di luar komunitas tersebut. Oleh
masyarakat, berarti bahwa penyelenggaraan, pengembangan, dan
keberlanjutan PKBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat
itu sendiri. Ini juga bermakna adanya semangat kebersamaan,
kemandirian, dan kegotongroyongan dalam pengelolaan PKBM serta
penyelenggaraan berbagai program pendidikan masyarakat pada
lembaga tersebut. Untuk masyarakat, berarti bahwa keberadaan PKBM
sepenuhnya untuk kemajuan dan keberdayaan kehidupan masyarakat
tempat lembaga tersebut berada. Eksistensi lembaga didasarkan pada
pemilihan program-program yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan
atau pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan
anggota masyarakat di luar komunitas tersebut ikut serta dalam berbagai
program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM. Masyarakat
bertindak sekaligus sebagai subjek dan objek dalam berbagai kegiatan
yang diselenggarakan oleh PKBM.
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PKBM sebagai akronim dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,
mempunyai makna yang strategis. Berbagai simbolis makna dari
akronim PKBM dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pusat, berarti bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah terkelola dan
terlembagakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk efektivitas
pencapaian tujuan, mutu penyelenggaraan program-program,
efisiensi pemanfaatan sumber-sumber, sinergitas antar berbagai
program dan keberlanjutan keberadaan PKBM itu sendiri. Hal ini
juga berkaitan dengan kemudahan untuk dikenali dan diakses oleh
seluruh anggota masyarakat untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan
bekerja sama dengan berbagai pihak baik yang berada di wilayah
keberadaan PKBM tersebut, maupun dengan berbagai pihak di luar
wilayah tersebut misalnya pemerintah, lembaga nasional maupun
internasional, dan sebagainya.

2. Kegiatan, berarti bahwa di PKBM diselenggarakan berbagai
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat
setempat, serta PKBM selalu dinamis, kreatif dan produktif
melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat
setempat. Kegiatan-kegiatan inilah yang merupakan inti dari
keberadaan PKBM, yang tentunya juga sangat tergantung pada
konteks kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat setempat.

3. Belajar, berarti bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di
PKBM harus merupakan kegiatan yang mampu memberikan dan
menciptakan proses transformasi peningkatan kapasitas serta perilaku
anggota komunitas tersebut ke arah yang lebih positif. Belajar dapat
dilakukan oleh setiap orang selama sepanjang hayat di setiap
kesempatan yang dapat dilakukan dalam berbagai dimensi kehidupan.
Belajar dapat dilakukan dalam kehidupan berkesenian, beragama,
berolahraga, adat istiadat dan budaya, ekonomi, sosial, politik dan
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sebagainya. Dengan demikian, PKBM merupakan suatu institusi
terdepan yang langsung berada di tengah-tengah masyarakat yang
mengelola dan mengimplementasikan konsep belajar sepanjang
hayat.

4. Masyarakat, berarti bahwa PKBM adalah usaha bersama masyarakat
untuk memajukan dirinya sendiri (self help) secara bersama-sama
sesuai dengan ukuran nilai dan norma masyarakat itu sendiri akan
makna kehidupan. Dengan demikian, ciri-ciri suatu masyarakat akan
sangat kental mewarnai suatu PKBM baik mewarnai tujuan, pilihan
dan disain program, kegiatan yang diselenggarakan, budaya yang
dikembangkan dalam kepemimpinan dan pengelolaan
kelembagaannya, keberadaan penyelenggara maupun pengelola
PKBM haruslah mencerminkan peran dan fungsi seluruh anggota
masyarakat tersebut.

B. Konsep
1. Komponen PKBM

a. Komunitas Binaan/Sasaran

Setiap PKBM memiliki komunitas yang menjadi tujuan atau
sasaran pengembangannya. Komunitas ini dapat dibatasi oleh
wilayah geografis tertentu ataupun komunitas dengan
permasalahan dan kondisi sosial serta ekonomi tertentu.

b. Peserta Didik

Peserta didik adalah bagian dari komunitas binaan atau dari
komunitas lainnya yang dengan kesadaran yang tinggi mengikuti
satu atau lebih program pembelajaran yang ada di lembaga.

c. Pendidik/Tutor/Instruktur/Narasumber Teknis
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Pendidik/tutor/instruktur/narasumber teknis adalah sebagian dari
warga komunitas tersebut ataupun dari luar yang bertanggung
jawab langsung atas proses pembelajaran atau pemberdayaan
masyarakat di lembaga.

. Penyelenggara dan Pengelola

Penyelenggara PKBM adalah sekelompok warga masyarakat
setempat yang dipilih oleh komunitas yang mempunyai tanggung
jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan
program di PKBM serta bertanggung jawab terhadap seluruh
pelaksanaan program dan harta kekayaan lembaga. Pengelola
program/kegiatan adalah mereka yang ditunjuk melaksanakan
kegiatan teknis/operasional program tertentu yang ada di PKBM.

. Mitra PKBM

Mitra PKBM adalah pihak-pihak dari luar komunitas maupun
lembaga-lembaga yang memiliki agen atau perwakilan atau
aktivitas atau kepentingan atau kegiatan dalam komunitas tersebut
yang dengan suatu kesadaran dan kerelaan telah turut
berpartisipasi dan berkontribusi bagi keberlangsungan dan
pengembangan suatu PKBM.

Jika digambarkan komponen ini adalah sebagai berikut.
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Sinergitas Masyarakat dan PKBM
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Masyarakat
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Program /Kegiatan
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2.

Parameter PKBM

a. Partisipasi masyarakat (Community participation)

Salah satu ukuran kemajuan suatu PKBM adalah kualitas dan
kuantitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pendirian,
penyelenggaraan, dan pengembangan PKBM. Semakin tinggi
jumlah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam suatu
PKBM maka semakin tinggi pula capaian keberhasilan dan
kemajuan PKBM tersebut. Demikian juga, semakin tinggi mutu
keterlibatan masyarakat setempat dalam suatu PKBM
menggambarkan semakin tinggi kemajuan suatu PKBM. Semakin
tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu PKBM, akan
terlihat dalam setiap proses manajemen yang ada baik dalam
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian
maupun dalam berbagai kegiatan dan permasalahan yang ada di
PKBM tersebut. Partisipasi masyarakat juga dapat ditunjukkan
dalam dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana, dana,

tenaga personalia, ide/ gagasan, dan sebagainya.

b. Manfaat bagi masyarakat (Impact)
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Parameter berikutnya untuk mengukur tingkat kemajuan suatu
PKBM adalah manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan
manfaat (impact) adalah seberapa besar PKBM tersebut telah
memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu
kehidupan komunitas tersebut. Sumbangan ini dapat berupa
peningkatan pengetahuan anggota masyarakat, peningkatan
keterampilan, perbaikan perilaku, peningkatan pendapatan,
penciptaan lapangan kerja, penciptaan keharmonisan dan lain-lain.

. Mutu dan relevansi program

Mutu dan relevansi program yang diselenggarakan oleh PKBM
merupakan parameter berikutnya bagi kemajuan suatu PKBM.
Untuk menilai mutu dan relevansi program yang diselenggarakan,
perlu memperhatikan input, proses, dan output dalam pelaksanaan
program. Untuk mengukur mutu dan relevansi program
pembelajaran yang diselenggarakan telah banyak dikembangkan
model-model pengukuran dan evaluasi pendidikan serta evaluasi
mutu pengelolaan lembaga secara umum, misalnya Manajemen
Mutu Total (Total Quality Management atau TQM), seri
International Standard Organization (1SO) dan lain-lain.

. Kemandirian dan Keberlanjutan lembaga (Sustainability)

Kemandirian dalam batasan ini adalah kemampuan PKBM untuk
tetap berjalan dengan baik melaksanakan berbagai program tanpa
harus bergantung kepada berbagai pihak lain di luar dirinya.
Sedangkan yang dimaksud dengan keberlanjutan lembaga di sini
adalah kemampuan PKBM untuk tetap bertahan terus-menerus
melaksanakan seluruh program sesuai dengan dinamika
kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kemandirian dan
keberlanjutan lembaga perlu dikembangkan sistem pendanaan
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yang lebih mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan
lembaga dalam melakukan inovasi program, membangun sistem
manajemen yang baik, melakukan pelatihan dan pengembangan
sumber daya manusia, serta  melakukan sistem kaderisasi
kepemimpinan yang baik.

3. Karakter PKBM

Karakter PKBM menunjukkan nilai-nilai yang harus selalu

menjiwai seluruh kegiatan PKBM. Untuk membangun PKBM yang
baik maka karakter harus terus dibentuk dan diperkuat PKBM. Tanpa
memiliki karakter, PKBM akan sulit bertahan dan berkembang dalam

mencapai tujuannya. Ada 9 karakter yang harus dimiliki dan
dikembangkan di PKBM vyaitu:

a.
b.
C.
d.

Kepedulian terhadap masyarakat marginal yang serba kekurangan;
Kemandirian penyelenggaraan;

Kebersamaan dalam kemajuan;

Kebermaknaan setiap program dan kegiatan;

Kemitraan dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi dan
berkontribusi;

Fleksibilitas penyelenggaraan program;
Profesionalisme pengelolaan lembaga;

Transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban program dan
lembaga;

Pembaharuan secara terus-menerus (continuous improvement).
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4. Penetapan Visi dan Misi

PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal dan wadah
pembelajaran masyarakat harus menetapkan visi dan misi yang jelas
untuk pendidikan atau pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
fungsi dan perannya. Visi dan misi lembaga tersebut dirumuskan
dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Visi:
1) sebagai cita-cita ideal lembaga yang ditetapkan oleh semua

pihak yang berkepentingan yang akan dicapai pada masa
yang akan datang;

2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada
seluruh elemen di PKBM;

3) mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional serta
relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat.

b. Misi:
1) program strategis yang akan dilakukan dalam kurun waktu

tertentu;

2) dasar-dasar penentuan sasaran, program, dan kegiatan pokok
PKBM,;

3) menekankan pada mutu layanan peserta didik, output, dan
outcome yang diharapkan oleh PKBM,;

4) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan
program PKBM;

5) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan
kegiatan pada penyelenggara PKBM.
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BAB IlII
PEDOMAN OPERASIONAL PKBM

A. Pembentukan PKBM

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai wadah/tempat

pendidikan atau pemberdayaan yang mencerminkan keswadayaan
masyarakat. Persiapan pembentukannya dapat diprakarsai oleh
perorangan/kelompok masyarakat atau organisasi yang berbadan hukum,
dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
(dapat disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat), seperti:

a.

telah merencanakan/melaksanakan sekurang-kurangnya 3 jenis
kegiatan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat berdasarkan prinsip dan jatidiri PKBM,;

. data peserta didik dan/atau calon peserta didik/warga belajar;

tersedianya pendidik/tutor dan narasumber teknis sesuai program
yang akan dilaksanakan dan dikembangkan;

sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan;
media dan alat peraga pembelajaran yang dibutuhkan;

rencana anggaran yang akan digunakan (sumber dan
peruntukannya);

data penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiatan di PKBM
serta Program Kerja yang akan dilaksanakan dan dikembangkan.

2. Sosialisasi kepada masyarakat setempat

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan

kepada masyarakat setempat tentang perlunya pendirian PKBM.
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Desain PKBM sebagai wadah pembelajaran dan pemberdayaan
berbagai potensi masyarakat yang dapat dikembangkan, tempat
masyarakat belajar (learning society), tempat pertemuan berbagai
lapisan masyarakat, pusat pengembangan pengetahuan, pembinaan
karakter dan kepribadian, menemukan teknologi tepat guna, pusat
magang serta tempat pengembangan keterampilan hidup (life skill)
masyarakat. Adapun yang terkait dengan sosialisasi pendirian PKBM
sebagai berikut.

a. Sosialisasi PKBM kepada masyarakat sasaran
1) Unsur-unsur yang dapat dilibatkan dalam sosialisasi

a) Dinas pendidikan (penilik dikmas, SKB, TLD, BPKB,
dil.)

b) Forum PKBM setempat

¢) Tokoh masyarakat peduli pendidikan setempat
2) Sasaran sosialisasi

a) Tokoh-tokoh masyarakat setempat

b) Aktivis sosial dan pendidikan setempat

c) Kelompok-kelompok masyarakat setempat

d) Lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta yang
berada di wilayah sasaran

e) Pemimpin formal maupun informal di wilayah sasaran
3) Materi sosialisasi
a) Konsep PKBM

b) Potensi PKBM dalam mengatasi masalah-masalah yang
dihadapi masyarakat setempat

c) Penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM
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4)  Bentuk sosialisasi

a)

Pertemuan massal

b) Pertemuan individual atau kelompok

c)
d)

Kegiatan-kegiatan seni budaya dan olahraga

Media cetak dan elektronik lokal

b. Musyawarah warga untuk pembentukan PKBM

1) Peserta musyawarah

a)

b)

c)

d)

€)

Kelompok-kelompok warga masyarakat setempat

Para pendidik dan kalangan profesional yang berada di
wilayah tersebut dan berpotensi menjadi pendidik dan
pengelola di PKBM

Para pemimpin formal dan informal yang ada di wilayah
tersebut

Para tokoh masyarakat dan aktivis sosial di wilayah
tersebut

Perwakilan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun
nonpemerintah yang ada di wilayah tersebut

2) Tujuan musyawarah:

a)
b)

c)

menghasilkan kesepakatan pembentukan PKBM baru;

menetapkan ketua, sekretaris, dan anggota badan
musyawarah komunitas;

menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
PKBM.
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3) Hasil musyawarah

a) Surat  kesepakatan ~ warga  masyarakat  untuk
pembentukan PKBM baru

b) Susunan pengurus dan anggota badan musyawarah
komunitas

c) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKBM

3. Penetapan Badan Musyawarah Komunitas dan Struktur Pengelola
PKBM

a. Badan Musyawarah Komunitas

1) Ditetapkan melalui musyawarah masyarakat setempat
(komunitas)

2) Sekurang-kurangya 3 orang (gasal) disesuaikan dengan
kebutuhan

b. Struktur Pengelola

Pengelola PKBM ditetapkan melalui musyawarah masyarakat
(komunitas) setempat dengan struktur minimal terdiri dari:

1) Ketua
2) Sekretaris
3) Bendahara

Untuk mendorong profesionalisme penyelenggaraan PKBM
perlu  dipisahkan  peran  Pengelola PKBM, peran
pembina/pembuat kebijakan dan peran pengawas PKBM.
Untuk itu Pengelola PKBM tidak diperkenankan berasal dari
unsur pejabat di bidang pendidikan nonformal sebagai pembina
dan penilik di bidang pendidikan nonformal sebagai pengawas.
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4)

Bidang-bidang, minimal 3 bidang, yaitu bidang pendidikan,
bidang wirausaha dan industri, bidang kemitraan/hubungan
kerja sama dan informasi (dapat disesuaikan dengan
kebutuhan).

Penyelenggara yang ditetapkan dalam struktur tersebut masing-
masing memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1)

2)

Ketua

a) Mengelola PKBM secara profesional, demokratis, dan
bermartabat

b) Bersama-sama pengurus lainnya merumuskan visi, misi,
tujuan, dan Kegiatan PKBM

c) Memimpin rapat-rapat pengurus
d) Menghadiri undangan kegiatan atas nama lembaga

e) Bertanggung jawab secara internal dan eksternal atas
penyelenggaraan PKBM

f) Melakukan pengawasan terhadap jalannya seluruh program
kegiatan baik pada kegiatan internal PKBM maupun
kegiatan kemitraan dengan pihak lain

Sekretaris

a) Menata administrasi kesekretariatan

b) Mengagendakan surat masuk dan surat ke luar
c) Membuat konsep surat-surat

d) Mengiventarisasi sarana dan prasarana serta kegiatan
PKBM

e) Menyusun data dan laporan bulanan, semester, dan tahunan
PKBM
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3) Bendahara
a) Bersama ketua membuka rekening bank atas nama PKBM
b) Menerima dan mengelola keuangan
¢) Menyusun rencana kebutuhan anggaran PKBM

d) Mengeluarkan dan mendistribusikan keuangan PKBM
sesuai kebutuhan dan atas persetujuan ketua

e) Mencatat transaksi keuangan pada pembukuan keuangan
PKBM

f) Menyusun laporan keuangan bulanan, semester, dan
tahunan PKBM

4) Bidang-Bidang
a) Bidang Pendidikan
(1) Merancang kegiatan pembelajaran
(2) Membuat jadwal pembelajaran
(3) Menyiapkan daftar hadir tutor yang mengajar
(4) Menyiapkan daftar hadir peserta didik

(5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas tutor dan melaporkan
kepada ketua penyelenggara

b) Bidang Wirausaha dan Pemasaran

(1) Merencanakan kegiatan usaha atau produksi yang
diselenggarakan oleh PKBM dan/atau bekerja sama
dengan pihak lain

(2) Merintis usaha baru yang berpotensi  untuk
dikembangkan oleh masyarakat
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(3) Mencatat dan mengevaluasi semua jenis usaha yang
diselenggarakan PKBM

(4) Memasarkan hasil-hasil produk PKBM

(5) Melaporkan perkembangan usaha yang diselenggarakan
PKBM kepada ketua

c) Bidang Kemitraan dan Informasi

(1) Membangun hubungan kerja sama dengan lembaga
mitra lainnya

(2) Menyusun rencana kerja sama dengan lembaga mitra

(3) Menyelenggarakan kegiatan bersama dengan lembaga
mitra

(4) Menyediakan data base/data dasar potensi, masalah, dan
calon sasaran program

(5) Mengadakan kerja sama dalam publikasi dan promosi
lembaga, program dan produk PKBM (contoh: pameran,
penyebaran promosi lembaga melalui media cetak dan
elektronik)

B. Perizinan PKBM
1. Penerbitan izin operasional PKBM

Legalitas penyelenggaraan PKBM diterbitkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota atas nama Bupati/Walikota, sesuai dengan lingkup,
kualifikasi, dan bentuk layanan PKBM dalam format perizinan
operasional yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau oleh pejabat lain yang ditunjuk.

Untuk pembentukan, rintisan, pengembangan atau peralihan PKBM
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dari kelompok belajar, komunitas belajar, sanggar belajar, lembaga

swadaya masyarakat, lembaga kursus, lembaga keagamaan dan
lembaga kemasyarakatan sejenis perlu dikeluarkan izin operasional
PKBM yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

. Tujuan Penerbitan izin operasional PKBM adalah untuk:

C.
d.

e.

a. memberikan legalitas PKBM,;
b.

mengatur standar PKBM;
membina dan mengembangkan PKBM;
menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan;

memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan
kewajiban PKBM.

. Masa Berlaku

a.

Izin operasional PKBM berlaku sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan
permohonan perpanjangan sesuai dengan persyaratan Yyang
berlaku.

. Apabila lembaga yang mengajukan izin operasional pendirian

belum memenuhi persyaratan maka pemerintah daerah dapat
menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar hingga lembaga tersebut
memenuhi persyaratan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan.

Ketentuan pemberian izin operasional lembaga lebih lanjut diatur
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

. Persyaratan dan izin operasional

Izin operasional penyelenggaraan PKBM bagi lembaga perseorangan,

kelompok orang, lembaga sosial/yayasan, perseroan terbatas harus

melengkapi hal-hal berikut.
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a. Akte notaris

b. KTP Ketua PKBM

c. lzin domisili dari desa/kelurahan
d. NPWP lembaga

e. Rekening bank atas nama lembaga

f. Profil lembaga sekurang-kurangnya menyebutkan susunan
pengurus, prasarana dan sarana,pendidik dan tenaga kependidikan,
rencana kegiatan pembelajaran dan sasaran kegiatan pendidikan
masyarakat.

g. Pembiayaan diuraikan dalam komponen biaya investasi/modal
yang ditunjukkan dalam bentuk nominal investasi/ modal
masyarakat, yayasan, perusahaan atau perorangan.

5. Prosedur pengurusan izin operasional
a. Dinas Pendidikan
1) mengeluarkan format perizinan

2) menetapkan persyaratan perizinan berdasarkan ketentuan yang
berlaku

3) melakukan verifikasi dan validasi

4) menetapkan perizinan dengan menandatangani format izin
operasional

5) mendokumentasikan perizinan

b. PKBM/Lembaga

1) Calon penyelenggara PKBM mengisi formulir perizinan yang
diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
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2) Melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3) Menyerahkan kembali formulir yang telah diisi dengan
melampirkan persyaratan yang ditentukan

4) Menyiapkan dokumen seperti susunan pengurus, prasarana dan
sarana, pendidik dan tenaga kependidikan, rencana kegiatan
pembelajaran dan sasaran kegiatan pendidikan masyarakat dan
bukti lain untuk pelaksanaan verifikasi

5) Menyosialisasikan izin operasional dan kegiatan yang akan
dilakukan

. Perpanjangan dan pencabutan izin operasional

1) perpanjangan izin operasional PKBM dilaksanakan selambat-
lambatnya tiga bulan sebelum izin operasional PKBM
berakhir dengan melampirkan fotokopi izin operasional
penyelenggaraan PKBM dan persyaratan lain sesuai ketentuan

2) pencabutan izin operasional PKBM dapat dilakukan apabila:

a) selama dua tahun Dberturut-turut tidak melaporkan
pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat.

b) mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
c) merugikan kepentingan masyarakat.

d) melakukan penyimpangan dan atau penyalahgunaan yang
menyebabkan kerugian negara.

Ketentuan mengenai pencabutan izin operasional PKBM diatur
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
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C. Prasarana dan Sarana PKBM

1. Prasarana

a.

Mempunyai atau menggunakan tanah sekurang-kurangnya seluas
150 m’

Hak milik tanah yang digunakan oleh PKBM berstatus jelas:
1) Milik lembaga PKBM, sertifikat atas nama PKBM

2) Milik pihak lain, misalnya sewa, pinjam pakai yang
dibuktikan dengan surat tertulis, dengan jangka waktu
minimal 5 tahun dan memenuhi persyaratan hukum yang
berlaku

Menggunakan/menempati gedung sekurang-kurangnya seluas 100
m2

Gedung milik lembaga PKBM atau berstatus pinjaman/sewa,
harus memiliki bukti tertulis secara hukum untuk dapat digunakan
sekurang-kurangnya 5 tahun.

2. Sarana

a)

b)

Sarana ruang yang disediakan
1) Ruang kantor/sekretariat/administrasi/tamu 6 m2

2) Ruang khusus pembelajaran minimal 1 unit dengan luas
minimal @ 40 m2

3) Ruang khusus praktik/bengkel kerja dengan luas minimal 20
m2

4) Ruang pendidik dan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya
6 m2

5) Ruang khusus TBM luas sekurang-kurangnya 20 m2
6) Ruang tamu dengan luas sekurang-kurangnya 6 m2
7) Toilet

Sarana kantor

1) Meja dan kursi kerja

Qbtandar dan Rrosedur Renpelonggaraan R KB H
22



2)
3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

Meja dan kursi tamu
Lemari penyimpanan arsip/dokumen
Komputer/mesin ketik

Papan informasi (struktur organisasi, peserta didik dan tenaga
kependidikan, serta jadwal kegiatan)

Sarana pembelajaran PKBM

a) Meja dan kursi belajar

b) Papan tulis

c) Meja dan kursi tutor

d) Jadwal pembelajaran

e) Modul pembelajaran/bahan ajar
f) Alat peraga

g) Media pembelajaran (misalnya; LCD, VCD, Proyektor,
televisi, dll.

Sarana praktik

a) Meja dan kursi praktik

b) Peralatan keterampilan sesuai dengan jenis keterampilan
¢) Modul pembelajaran/bahan ajar praktik

Sarana pendidik dan tenaga kependidikan

a) Meja dan kursi

b) Lemari dokumen

¢) Komputer/Laptop

Sarana pustaka/ Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Disesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan TBM
Kelengkapan Lembaga

a) ldentitas
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Papan nama PKBM/Plang ldentitas berukuran 90 x
120 cm, dengan warna dasar putih, tulisan biru muda,
logo tut wuri handayani berada di sebelah kiri dan logo
PKBM berada di sebelah kanan (contoh lihat pada
BAB V1), ditulis lengkap dengan alamat dan kode pos,
nomor izin pendirian, dan nomor telepon.

Dokumen legalitas pengelolaan program (akte
pendirian, NPWP, izin operasional, surat keterangan
domisili, rekening bank, surat pemakaian peminjaman
gedung, kepemilikan gedung, dll.)

b) Administrasi

Buku induk peserta didik pada masing-masing
program dan jenis keterampilan termasuk kisah
suksesnya, penyebaran lulusan/Khohor.

Buku induk tutor dan narasumber teknis
Buku hadir tutor dan narasumber teknis

Buku hadir peserta didik pada masing-masing program
dan jenis keterampilan

Buku inventaris barang

Buku pengelolaan keuangan (buku kas, buku besar,
buku mutasi kas, laporan keuangan, dan neraca)

Buku agenda surat masuk dan surat keluar
Buku tamu

Buku penilaian hasil belajar (leger)

Buku rapor peserta didik

Pembukuan usaha

Qbtandar dan Rrosedur Renpelonggaraan R KB H

24



o Buku profil lembaga berisi visi, misi, struktur lembaga,
peta wilayah, rencana kegiatan, dan program

o Buku data
- Data program
- Data jumlah peserta didik

- Data penyelenggara, pengelola, dan tenaga
kependidikan

- Data perkembangan usaha

- Data Mitra Kerja dan Sumber Teknis/Ahli

D. Pendanaan /Anggaran

1. Sumber-sumber  pendanaan  yang diharapkan = mendukung

penyelenggaraan  program-program  pembelajaran/pelatinan  di
PKBM, antara lain:

a.

b.

Swadana, hasil usaha/produksi
Pemerintah Daerah dan Pusat
Lembaga/Instansi terkait
Perusahaan/Industri

Lembaga-lembaga Keuangan/Perbankan

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

2. Dana digunakan untuk membiayai operasional pengelolaan PKBM

a.

Honorarium/transpor pendidik dan tenaga kependidikan (tenaga
penyelenggara, penyelenggara PKBM dan tutor/fasilitator/
narasumber teknis)

Pengadaan ATK/administrasi/kesekretariatan
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d.
e.

f.

Pengadaan sarana/prasarana
Pengadaan alat dan bahan keterampilan
Pemodalan usaha

Kebutuhan lain yang diperlukan

. Pembelanjaan dana PKBM

a.

Menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1) Efektif

2) Efisien

3) Transparan

4)  Akuntabel

Dana dikeluarkan oleh bendahara dan disetujui oleh ketua

Dana yang berasal dari bantuan yang didasarkan atas kerjasama
dengan pihak lain  (pemerintah atau  nonpemerintah),
pembelanjaannya berpedoman kepada rencana anggaran yang
telah disepakati bersama.

. Pengeluaran dana PKBM disertai bukti kuitansi pengeluaran dan

dicatat dalam pembukuan PKBM.

Pengeluaran dana dari keuntungan unit usaha PKBM dicatat
dalam pembukuan tersendiri masing-masing unit usaha.

Pengunaan anggaran harus sesuai dengan program kerja.

Lembaga wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

. Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan ketentuan dan aturan

keuangan yang berlaku.
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BAB IV
LINGKUP KEGIATAN DAN KETENAGAAN PKBM

A. Lingkup Kegiatan PKBM
1. Kegiatan Pembelajaran

Dalam kegiatan pembelajaran  dilakukan proses pemberdayaan
anggota  komunitas  dengan mentransformasi kapasitas/
kemampuan/kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual, watak dan
kepribadian yang meliputi aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik.
Pembelajaran juga mencakup seluruh kalangan dari usia dini sampai
dengan lanjut usia, pria dan wanita. Yang termasuk dalam bidang
kegiatan ini antara lain:

a. Pendidikan keaksaraan merupakan kegiatan pembelajaran huruf,
angka, komunikasi, peristiwa, budaya, dan cara kerja penggunaan
suatu media atau alat yang dapat memudahkan kehidupan
manusia.

b. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C,
serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan
kemampuan peserta didik. Pendidikan kesetaraan adalah
pendidikan nonformal bagi warga Negara Indonesia usia sekolah
yang berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik
dengan penekanan pada pengetahuan akademik dan keterampilan
fungsional, pengembangan sikap dan kepribadian profesional serta
pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan
kemampuan peserta didik.

c. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan
sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya
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pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal,
nonformal, dan informal.

. Kelompok bermain (bahasa Inggris: playgroup) merupakan satuan
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang
menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia di bawah lima
tahun. Kelompok bermain umumnya beroperasi sampai siang hari
saja dan memiliki staf suster anak atau sukarelawan. Kelompok
bermain dipercaya dapat memberikan stimulasi yang baik untuk
mengembangkan intelegensi, kemampuan sosial, dan kematangan
motorik anak.

. Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk
PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
program pendidikan sekaligus pengasuh dan kesejahteraan sosial
tehadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.

. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah lembaga yang
menyelenggarakan pendidikan di luar Taman Kanak-Kanak,
Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak. Lembaga ini
berfungsi memberikan pendidikan sejak dini & membantu
meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku,
perasaan, kecerdasan, sosial dan fisik yang diperlukan dalam
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap
tumbuh kembang anak.

. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang
memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup,

Qbtandar dan Rrosedur Renpelonggaraan R KB H
28



dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi,
bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi.

. Pendidikan Perempuan merupakan suatu upaya yang dilakukan
dalam rangka transformasi pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, nilai, dan budaya pada kaum perempuan agar dapat
mempertahankan kehidupan, memahami keseimbangan antara hak
dan kewajiban, meningkatkan daya saing sehingga mampu
berpartisipasi aktif dalam program pembangunan nasional.

i. Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan (Parenting Life Skill)

merupakan upaya meningkatkan kapasitas kecakapan orang tua
dan keluarga untuk pendidikan karakter, mencegah risiko
kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan
kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap
anak marginal, anak telantar dan bermasalah dengan hukum
termasuk pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga.

j. Taman Bacaan Masyarakat merupakan salah satu sarana dan

program dampingan yang pada intinya berupaya menstimulasi dan
mendukung ke arah keberlanjutan Program Pendidikan
Keaksaraan.

. Khusus  untuk  penataan  kelembagaan PAUD  yang
diselenggarakan di PKBM agar tetap mengacu pada
ketentuan/pedoman yang berlaku di Direktorat Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD).

Jika digambarkan kegiatan di PKBM tersebut adalah sebagai
berikut.
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Program dan Kegiatan di PKBM

Kesetaraan
. PaketA,B&C
-~ Kegiatan ( )

| Pembelajaran Keaksaraan

Pendidikan g

Meningkatkan
lImu &
Keterampilan

Perempuan

—
PKBM Masyarakat

TBM

*
> Kegiatan.Non KUB/Pra- Meningk:atkan
Pembelajaran Koperasi keterampilan &
Income
Usaha
Produktif
PKBM

2. Kegiatan Usaha/Ekonomi Produktif (Bisnis)

Bidang kegiatan usaha ekonomi produktif mencakup semua kegiatan
yang berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas/pemberdayaan
ekonomi anggota komunitas. Di dalamnya mencakup semua program
antara lain:

a. Unit usaha PKBM

b. Kelompok Belajar Usaha (KBU)

¢. Pengembangan usaha warga masyarakat

d. Kerjasama dan jaringan usaha masyarakat

e. Upaya-upaya peningkatan produktivitas masyarakat

f. Penciptaan lapangan kerja baru
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Di dalamnya juga meliputi seluruh aspek usaha mulai dari

f.

g.

pembangunan usaha baru

perluasan pemasaran

pengembangan permodalan

peningkatan mutu

peningkatan kemampuan manajemen usaha

peningkatan kemampuan inovasi dan perancangan produk

dan sebagainya.

. Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Masyarakat

Bidang pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai kegiatan

dalam rangka penguatan kapasitas komunitas sesuai dengan kondisi,

potensi, dan kebutuhan komunitas. Di dalamnya tercakup berbagai
jenis kegiatan seperti:

a.

penguatan sarana/prasarana/infrastruktur baik fisik maupun
nonfisik

penguatan kohesivitas di antara masyarakat

perbaikan dan pengembangan lingkungan

. Penggalian, pengembangan dan pembudayaan bahasa, serta

budaya asli komunitas

Pembaharuan sistem kaderisasi kepemimpinan pada komunitas
Pembaharuan sistem administrasi pemerintahan pada komunitas
Pembaharuan dan penguatan pranata sosial yang ada di komunitas
penyuluhan hukum, kesehatan, dan lingkungan

penciptaan, penguatan dan reorientasi suatu budaya tertentu

dan sebagainya
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4. Pendataan jenis kebutuhan, potensi, masalah, dan sasaran program

data yang diperlukan antara lain:

a.

b.

Calon peserta didik setiap jenis program

Calon pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI pada
setiap jenjang dan jenis pembelajaran/pelatihan

Potensi dan masalah sumberdaya alam serta sumberdaya manusia
Potensi dan permasalahan kelembagaan, teknologi, dan finansial

Hasil analisis/kajian peluang pasar, usaha mitra kerja, dan sumber
dana berikut unit kos

5. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

a.

Menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap jenjang dan
tingkatan minimal sesuai dengan ketentuan standar proses

Bahan pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik sesuai
dengan standar isi  yang ditetapkan pada masing-masing
karakteristik, jenjang, dan tingkatan program

Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang optimal dan bersifat
aktif, inovatif, kreatif, efektif, mudah, murah, dan menyenangkan

Memotivasi belajar peserta didik

Menggunakan media dan alat peraga pembelajaran yang sesuai
dengan tuntutan program

Catatan : Komponen penting dalam pembelajaran pendidikan non

formal mencakup: persiapan pembelajaran, pengorganisasian
kelas, metodologi, media dan alat peraga, penilaian, laporan
perkembangan, dan rencana pembelajaran selanjutnya.
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6. Penilaian Hasil Belajar

a.

Menyusun dan atau mengkaji standar penilaian hasil belajar yang
disosialisasikan kepada para pendidik dan peserta didik, dengan
mengutamakan materi pokok

Melakukan penilaian hasil belajar sesuai dengan standar penilaian
(untuk program yang telah ada standar minimalnya) dan
dilaksanakan secara objektif, transparan, bertanggung jawab, dan
berkesinambungan serta memperhatikan kedalaman materi yang
telah diberikan pendidik

Penilaian hasil belajar didokumentasikan dalam buku daftar nilai
hasil belajar dan dilaksanakan perbaikan atau pendalaman bagi
peserta didik yang mendapat nilai di bawah standar yang telah
ditetapkan.

Penilaian yang dilakukan meliputi semua unsur kompetensi dan
materi yang diajarkan.

Hasil penilaian disampaikan kepada peserta didik dan pihak lain
yang memerlukan.

7. Jenis-Jenis Penilaian Hasil Belajar

Jenis-jenis penilaian yang dilakukan pendidik, antara lain:

a.

b.
C.

d.

Penilaian tertulis (Essay test, isian singkat, pilihan ganda, benar
salah).

Penilaian melalui pengamatan/observasi dan eksperimen
Penilaian tugas mandiri dan atau kelompok

Penilaian portofolio

Catatan : Jenis dan teknik penilaian dapat diberikan pendidik atau

PKBM sebagai satuan pendidikan sesuai dengan tujuan
pembelajarannya.
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8. Kemitraan
PKBM mengembangkan kemitraan/kerjasama, seperti:

a. kemitraan dengan perusahaan, industri, pedagang, LSM,
perguruan tinggi dan dinas/instansi lintas sektoral terkait dalam
mendukung dan mengembangkan kegiatan PKBM;

b. kemitraan dengan organisasi profesi terkait dalam meningkatkan
dan mengembangkan kelembagaan dan pembelajaran;

Cc. jejaring antar-PKBM terutama dalam pemasaran produksi dan
manajemen/pengelolaan pembelajaran

B. Ketenagaan PKBM
1. Penyelenggara/Pengelola

Penyelenggara PKBM adalah kelompok masyarakat yang
mempunyai kemampuan dan kepedulian untuk memberikan
pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelola adalah tenaga
teknis yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan program-
program yang ada di PKBM. Penyelenggara/pengelola PKBM
mempunyai syarat antara lain:

a. memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan dan
pemberdayaan masyarakat;

b. memiliki dedikasi tinggi pada pendidikan dan bertanggung jawab;
c. memiliki jaringan kerja yang luas;

d. mempunyai kemampuan teknis di bidang pendidikan nonformal
dan pemberdayaan masyarakat.
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2. Pendidik(tutor/narasumber teknis/instruktur/ pelatih)

Pengelola PKBM merekrut pendidik dengan mengacu pada
kriteria/standar masing-masing jenjang pendidikan dan jenis
keterampilan.

a. Tenaga pendidik atau tutor keaksaraan memiliki syarat-syarat:
1) berijazah minimal SMA/Paket C/sederajat;
2) menguasai metodologi pembelajaran buta aksara;
3) Dbersedia untuk menjadi tutor keaksaraan.

b. Tenaga pendidik atau tutor paket A dan paket B memiliki syarat-
syarat:

1) berijazah minimal SMA/Paket C/sederajat jika di daerah itu
tidak ada yang berijazah S-1 dan bagi yang berijazah S-1
diprioritaskan berlatar belakang kependidikan/memiliki akta;

2) Dbersedia dan sanggup menjadi tutor paket A dan paket B.
c. Tenaga pendidik atau tutor paket C, memiliki syarat-syarat:

1) berijazah minimal D-2 pendidikan (diprioritaskan S-1
kependidikan atau yang memiliki akta kependidikan);

2) mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan kualifikasi
keilmuan atau minimal serumpun dengan kualifikasi
keilmuan;

3) bersedia dan sanggup menjadi tutor paket C.
d. Nara sumber keterampilan memiliki syarat-syarat:

1) memiliki keterampilan sesuai dengan jenis program
keterampilan yang dibelajarkan kepada peserta didik;

2) sudah memproduksi keterampilan yang sejenis di lingkungan
masyarakat sekitarnya;
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3) bersedia dan sanggup menjadi narasumber keterampilan
sesuai dengan bidang keterampilan yang diajarkan kepada
warga.

e. Ketentuan jumlah tutor sesuai dengan standar jumlah yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan
Informal.

f. Tutor dapat berasal dari pegawai negeri, instansi swasta, lembaga
mitra, organisasi profesi, dan masyarakat biasa sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman ini.

Catatan : Untuk kriteria/standar minimal pendidik dapat mengacu
pada standar kompetensi yang telah ditetapkan dan atau
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi karakteristik
program yang diselenggarakan.
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BAB V
LAYANAN TEKNIS DAN KEWAJIBAN PKBM

A. Pembinaan

Pembinaan adalah proses melakukan perbaikan atas kekurangan-

kekurangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan,

dan mengendalikan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang

diharapkan.

1. Tujuan pembinaan

a.

Membantu penguatan kapasitas kelembagaan PKBM dalam
melaksanakan  fungsinya sebagai wadah  pemberdayaan
masyarakat

Memberikan bimbingan teknis untuk meningkatkan mutu
pendidik dan tenaga kependidikan

Memberikan bimbingan teknis dalam memilih/menentukan
metode, pendekatan pembelajaran, media/bahan ajar, dan alat
peraga yang tepat untuk diterapkan oleh pendidik

Memberikan bimbingan teknis dalam menentukan strategi dan
teknik evaluasi pembelajaran yang tepat digunakan oleh pendidik

Memberikan bimbingan teknis tentang pengelolaan administrasi
PKBM maupun administrasi pembelajaran

Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan
program

Memberikan pembinaan teknis tentang pelaksanaan program yang
kreatif, efektif, dan efisien
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2. Ruang lingkup pembinaan

Ruang lingkup pembinaan PKBM meliputi unsur-unsur yang ada
pada 8 standar pendidikan nasional, yaitu standar isi, standar proses,
standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,
standar pembiayaan, dan standar penilaian.

3. Pihak-pihak yang melakukan pembinaan

a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

b. Dinas Pendidikan Provinsi
c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

d. Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-
PNFI) dan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan
Informal (BP-PNFI)

e. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB).

f. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
g. Penilik Pendidikan Masyarakat/penilik PNF
h. Forum Komunikasi PKBM Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat

i. Unsur-unsur terkait lainnya yang memiliki program kerja sama
dengan PKBM

4. Bentuk pembinaan
Pembinaan PKBM dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
a. Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

b. Worskhop, simposium, seminar, orientasi dan sejenisnya

Qbtandar dan Rrosedur Renpelonggaraan R KB H
38



¢. Bimbingan teknis baik langsung maupun tidak langsung

d. Supervisi manajerial dan akademik

e. Advokasi dan mediasi.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah pengawasan atau tindakan menverifikasi kebenaran

pelaksanaan suatu program secara periodik yang hasilnya menjadi bahan

evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program.

Pelaksanaan monitoring pada kegiatan pendidikan nonformal

diselenggarakan, sebagai berikut.

1. Program dan Kegiatan Monitoring

a. Monitoring dilakukan oleh

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
UPT Pendidikan Kecamatan
Penilik PLS/PNF

Instansi terkait yang ditugaskan oleh atasannya seperti: P2-
PNFI, BP-PNFI, BPKB, SKB, organisasi profesi (Forum
PKBM)

b. Monitoring dilaksanakan secara objektif, bertanggung jawab, dan

berkelanjutan
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c. Program yang menjadi sasaran monitoring meliputi keseluruhan

program yang dilaksanakan di PKBM beserta manajemen
kelembagaannya

d. Melaporkan secara tertulis hasil monitoring kepada para
pemangku kepentingan di bidang pembinaan PKBM

e. Hasil monitoring menjadi bahan pemangku kepentingan yang

berwewenang untuk melakukan pembinaan

2. Evaluasi

Evaluasi adalah tindakan dalam menentukan keberhasilan dan

kegagalan program berdasarkan penilaian dengan standar pengukuran

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi

pada kegiatan pendidikan nonformal diselenggarakan sebagai berikut.

a. Evaluasi dilakukan oleh:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
UPT Pendidikan Kecamatan
Penilik pendidikan masyarakat

Instansi terkait yang ditugaskan oleh atasannya, seperti: P2-
PNFI, BP-PNFI, BPKB, SKB, organisasi profesi (Forum
PKBM)

Unsur lain yang memiliki program kerja sama dengan PKBM

Masyarakat setempat
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b. Evaluasi dilakukan secara benar, objektif, bertanggung jawab dan
berkelanjutan.

c¢. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan pada kegiatan berikutnya.

d. Hasil evaluasi setelah diolah, kemudian disusun dalam bentuk
laporan secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban dari
instansi yang berwewenang.

3. Evaluasi Diri

a. Tenaga Kependidikan/Pengelola PKBM wajib melakukan
evaluasi diri terhadap program kegiatan yang diselenggarakan

b. Membuat indikator untuk menilai kinerja setiap kegiatan
¢. Membuat indikator untuk melakukan perbaikan progam

d. Melaksanakan evaluasi proses program secara periodik

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Pelaporan
pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan dengan maksud untuk
mengetahui  perkembangan, tingkat keberhasilan, manfaat dan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi mulai dari tahap persiapan
sampai akhir pelaksanaan.

Berdasarkan periode waktu pelaporan pelaksanaan kegiatan
dilakukan sebagai berikut.

1. Laporan awal berupa dokumen perencanaan persiapan pelaksanaan
program dan perencanaan anggaran.

2. Laporan perkembangan kegiatan merupakan dokumen laporan
perkembangan kegiatan yang sedang dilaksanakan pada tahap
pertengahan kegiatan.
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3. Laporan akhir merupakan dokumen seluruh pelaksanaan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hasil
serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan

kegiatan.
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BAB VI

FORMAT ADMINISTRASI ORGANISASI DAN KEGIATAN

A. Contoh Format Struktur Organisasi PKBM

/DUDI

Perusahaan |,

|

Lembaga

> Ketua |€ _ 6

Mitra
\ N
| , > Sekretaris o
L Bendahara Lo
\‘ ! :
\ /I :
\ / ,
\ / |
| Y Y !
Bidan Bidan Bidan '
.,g S Y hg&<---> : B L |
Pendidikan Irausana Kemitraan !
Pemasaran !
1 < l ’
I
Satuan Program Yang Diselenggarakan :
|
Koordinator | Koordinator | Koordinator | Koordinator i
> PAUD Pendidikan | Pendidikan | Pendidikan €= :
Keaksaraan | Kesetaraan | Keterampilan :
= l
|
5| PESERTADIDIK/ WARGA BELAJAR SASARAN PROGRAM |, _________ !

PENDIDIKAN MASYARAKAT
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B. Contoh Papan Nama PKBM
BUMI MAKMUR ( ‘o
PKBM
Pendirian: Akta Notaris No. 20 Tanggal 1 Januari 2011
ljin Operasional: 750/01/B. 07/1/2011 g
Nilem: .o &
JI. Ir. Sukarno, No 21, Kel. Medan Merdeka, Kec. Makmur, Kab.
Bumi, Jawa Barat, KP 14745Telp. 021-7878990
120CM
Penjelasan
1. Logo sebelah kanan logo Dikbud tanpa ada tulisan Dinas Pendidikan
Kab/Kota
2. Sebelah kiri logo PKBM
3. Nama ditulis dengan huruf kapital besar secara proporsional
4. Pada papan nama dicantumkan akta pendirian, izin operasional dan
Nilem
5. Pada bagian bawah dicantumkan alamat PKBM
6. Apabila PKBM bermitra dengan lembaga/instansi lain maka logo
instansi/lembaga mitra dapat dicantumkan di bagian bawah
7. Luas papan nama PKBM 120 cm x 90 cm
8. Pemasangan papan nama diletakkan di tempat strategis yang mudah

dilihat oleh masyarakat.
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9. Apabila kantor PKBM berada di jalan yang agak masuk maka dari jalan
raya dibuat papan penunjuk ke arah kantor PKBM
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JADWAL PEMBELAJARAN

Keaksaraan: Senin —Rabu-Jumat

Peket A : Selasa— Rabu- Sabtu

PaketB : Selasa—Rabu - Sabtu

Paket C: Selasa — Rabu— Sabtu

Pendidikan Perempuan: Selasa — Sabtu
Pendidikan Keterampilan: Jumat— Sabtu — Minggu
TBM : Setiap Hari Buka

90CM

NoumswhNRE

Melayani dan memberdavakan masyarakat

120CM

Penjelasan

1. Jadwal pembelajaran terkait dengan program/kegiatan di PKBM wajib
dibuat oleh pengelola PKBM.

2. Papan jadwal pembelajaran diletakkan di depan kantor atau tempat
strategis yang mudah diketahui masyarakat.
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C. Contoh Format Data Peserta Didik

Provinsi L

Kabupaten/Kota*  : ... ...

Kecamatan e

Kelurahan/Desa*  : ..o

PKBM P

Program . Keaksaraan/Kesetaraan

Jenjang . Paket A/Paket B/Paket C

No. Nama Lp | Jenis Keterampilan yang | ool japic
akan dikembangkan

1

2.

3.

4

5

* (Coret salah satu)

Penyelenggara,

Qbtandar dan Rrosedur Renpelenggaraan R XK B CH

47




D. Format Data Tutor

Provinsi
Kabupaten/Kota*
Kecamatan
Kelurahan/Desa*
PKBM

Tutor

. Keaksaraan/Paket A/Paket B/Paket C

No.

Pendidikan

Nama LP Terakhir

Status
Kepegawaian

Kecukupan

Jabatan | Domisili Keahlian

* (Coret salah satu)

Penyelenggara,
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E. Format Data Narasumber Teknis

Provinsi L
Kabupaten/Kota*  : ... ...
Kecamatan L
Kelurahan/Desa™ & oo e,
PKBM e,
Tutor . Keaksaraan/Paket A/Paket B/Paket C
No.| Nama |up|Fendidikan |~ Status o0 | Domisiii | KECUkupan
Terakhir | Kepegawaian Keahlian
1.
2.
3.
4.
5.
Penyelenggara,

* (Coret salah satu)
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F. Format Data Jenis Usaha

Provinsi

Kabupaten/Kota*

Kecamatan

Kelurahan/Desa*
PKBM

No.

Jenis
Usaha

Tahun
Mulai
Berjalan

Nama
Pengelola

Jumlah aset
(bergerak dan tidak
bergerak)

Kegiatan

Ket.

a kW N e

* (Coret salah satu)

Penyelenggara,
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G. Format Data Penduduk Menurut Usia Sekolah, Lembaga
Pendidikan Formal dan Nonformal

Provinsi e
Kabupaten/Kota* — : .. ...
Kecamatan P
Kelurahan/Desa*  : ...,

No | Indikator Komponen Indikator Jumlah Keterangan
1. |a. Usia :0 -3tahun L
P
b. Usia :4 -6tahun L
P
c.Usia :7 - 14 tahun L
P
d.Usia : 15 - tahunke| L
atas p
2. |Jumlah buta aksara L
P
3. |Jumlah Lembaga TK L P ..
Pendidikan Formal sD L. P..
SMP/Sederajat L.... ;P..
SMA/Sederajat L... ;P...
4. |Program pendidikan Paket A .... klp Jumlah ...
kesetaraan Paket B ....Klp Jumlah ...
Paket C ....klp Jumlah ...
5. |Program pendidikan Keaksaraan fungsional | ....klp Jumlah ......
keaksaraan
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6. |Siswa DO
a. SD/MI L
P
b. SMP/MTs L
P
c. SMA/MA/SMK L
P

Penyelenggara,

* (Coret salah satu)
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H.

Instrumen Penilaian Diri

Provinsi

Kabupaten/Kota*

Kecamatan

Kelurahan/Desa*

PKBM

No

Komponen
Standar

Indikator

Deskripsi

Penilaian

Standar Isi

a. Kerangka
dasar dan
struktur
kurikulum

. Ada, tersusun lengkap dan sempurna
. Ada, tersusun lengkap, dan kurang

sempurna

. Ada, kurang lengkap
. Tidak ada

abcd

b. Beban belajar

o oo o0

o

. Ada, tersusun lengkap dan sempurna
. Ada, tersusun lengkap dan kurang

sempurna

. Ada, kurang lengkap
. Tidak ada

abecd

c¢. Kurikulum

1. Dokumen
kurikulum

(on

. Ada, tersusun lengkap dan sempurna
. Ada, tersusun lengkap dan kurang

sempurna

. Ada, kurang lengkap
. Tidak ada

abecd

2. Silabus tutor

o 00

. Ada, tersusun lengkap dan sempurna
. Ada, tersusun lengkap dan kurang

sempurna

. Ada, kurang lengkap
. Tidak ada

abecd

3. RPP tutor

[oaN N o RN e)

oo

. Ada, tersusun lengkap dan sempurna
. Ada, tersusun lengkap dan kurang

sempurna

. Ada, kurang lengkap
. Tidak ada

a bcd
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4. Kalender

. Sesuai kalender, menarik, dan memacu

bakat

. Sesuai kalender, menarik dan tidak

memacu bakat

. Tidak sesuai kalender, menarik dan tidak

memacu bakat

. Tidak sesuai kalender, tidak menarik dan

tidak memacu bakat

a

bc

Standar
Proses

a. Pendidik (tutor)

. Menyusun perencanaan, melaksanakan

PAIKEM, dan penilaian

. Menyusun perencanaan, melaksanakan

PAIKEM, dan tidak melaksanakan
penilaian

. Menyusun perencanaan, melaksanakan

proses tidak menarik, dan tidak
melaksanakan penilaian

. Point a tidak terpenuhi semua

b. Sikap pendidik
(tutor)

. Disiplin, ramah, dan menghargai warga

belajar.

. Disiplin, ramah, dan tidak menghargai

warga belajar.

. Tidak disiplin, ramah, dan menghormati

warga belajar.

. Tidak disiplin, tidak ramah, dan tidak

menghargai warga belajar

c. Strategi pendidik
(tutor)

. Mengembangkan budaya baca, menulis,

dan kerja sama.

. Hanya mengembangkan budaya baca

dan bekerja sama

. Hanya mengembangkan budaya baca
. Tidak mengembangkan budaya baca,

menulis, dan kerja sama

Standar
kelulusan

a. Berkepribadian
profesional

. Bertuhan yang Maha Esa, berakhlak

mulia, berwawasan kebangsaan, dan
cinta tanah air.

. Bertuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, kurang berwawasan kebangsaan,
dan kurang cinta tanah air

. Bertuhan Yang Maha Esa, kurang

berakhlak mulia, kurang berwawasan
kebangsaan, dan kurang cinta tanah air.

Qbtandar dan Rrosedur Renpelonggaraan R KB H

54




. Bertuhan Yang Maha Esa, kurang
berakhlak mulia, tidak berwawasan
kebangsaan dan tidak cinta tanah air.

Standar a. Kualifikasi a. Berpendidikan sarjana dan pascasarjana |a b ¢ d
Pendidik pendidik kependidikan
b. Berpendidikan sarjana dan pascasarjana
nonkependidikan
c. Berpendidikan diploma
d. Berpendidikan SMA/Sederajat
b. Kompetensi a. Memiliki keahlian sesuai dengan program |a b ¢ d
yang dibina dan berpengalaman sebagai
pendidik
b. Memiliki keahlian sesuai dengan program
yang dibina, tetapi kurang
berpengalaman sebagai pendidik
c. Keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan
program yang dibina
d. Keahlian yang dimiliki tidak sesuai
dengan program yang dibina dan tidak
berpengalaman sebagai pendidik
Standar a. Sarana gedung/ |a. Papan nama Adaltidak
Saranadan | sekretariat b. Ruang sekretariat ada
prasarana ¢. Ruang tamu Adaltidak
d. Ruang serba guna Ada/tidak
e. Ruang pembelajaran Ada/tidak
f. Ruang praktik Adaftidak
g. Ruang perpustakaan/TBM Adaltidak
h. Ruang tempat bermain Ada/tidak
i. Papan data Adatidak
j- Toilet Adaltidak
b. Sarana a. Meja dan kursi pembelajaran Adaftidak
pembelajaran b. Papan tulis Adaltidak
c. Lemari atau rak buku Adatidak
d. Komputer dan mesin ketik Ada/tidak
€. Buku modul dan bahan ajar Adaftidak
f. Alat keterampilan Adaltidak
g. Alat peraga Adaltidak
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. Sarana a. Buku agenda surat masuk dan surat ke Ada/tidak
administrasi luar
kantor/ b. Buku induk warga Adaltidak
pembelajaran  |c Buku data tutor dan nara sumber teknis | Ada/tidak
d. Presensi tutor mengajar Ada/tidak
e. Presensi warga belajar Ada/tidak
f. Buku laporan kemajuan warga belajar. Ada/tidak
g. Buku tamu Adaltidak
h. Buku ekspedisi Ada/tidak
i. Buku inventaris Adatidak
j- Buku kas Adaftidak
k. Buku agenda surat masuk dan suratke | Ada/tidak
luar
. Buku data warga Ada/tidak
j- Buku leger Ada/tidak
k. Buku data usaha Adatidak
Standar . Perencanaan  |a. Menyusun rencana program kerja abecd
pengelola program kerja pengurus secara sistematis, lengkap, dan
an pengurus inovatif
b. Menyusun rencana program kerja
pengurus secara sistematik, lengkap, dan
kurang inovatif
c. Menyusun rencana program kerja secara
lengkap, kurang sistematis, dan kurang
inovatif
d. Tidak menyusun rencana program kerja
. Pengorganisasi- | a. Pembagian tugas pengurus Adaftidak
an program b. Pembagian tugas tutor Ada/tidak
¢. Pembagian kelompok warga Adaftidak
d. Mengatur jadwal tutor mengajar Ada/tidak
. Pelaksanaan a. Melaksanakan proses pembelajaran Ya/Tidak
program sesuai standar yang ditentukan
b. Melaksanakan proses penilaian
pembelajaran sesuai standar yang Ya/Tidak
ditentukan
c. Melaksanakan evaluasi akhir sesuai Ya/Tidak
standar yang ditetapkan
d. Menyusun laporan akhir belajar Ya/Tidak
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7. |Standar a. Penilaian a. Menilai pelaksanaan tugas pendidik Ya/Tidak
penilaian kelembagaan | b. Menilai kondisi sarana dan prasarana Ya/Tidak
¢. Menilai adminitrasi kelembagaan Ya/Tidak
b. Penilaian a. Melakukan penilaian pelaksanaan proses | Ya/Tidak
kegiatan proses| pembelajaram
b. Menilai pelaksanaan kegiatan ujian Ya/Tidak
¢. Menilai kelengkapan administrasi guru Ya/Tidak
d. Menilai kegiatan tutor membimbing warga | Ya/Tidak
belajar
8. |Standar a. Sumber a. Sumbangan warga masyarakat Ada/tidak
pembiaya b. Sumbangan lembaga mitra Adaftidak
an ¢. Sumber APBD Adaftidak
e. Sumber APBN Ada/tidak
f. Sumber lain yang tidak mengikat Adaltidak
b. Penggunaan a. Menyusun perencanaan anggaran Adaltidak
b. Menggunakan dana sesuai dengan Ya/Tidak
rencana
¢. Memiliki biaya operasional yang cukup Ya/Tidak
d. Memiliki dana pembinaan Ya/Tidak
Penyelenggara,
Catatan:

Substitusi nilai :a=4;b=3;c=2;d=1
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I.  Format Laporan

SISTEMATIKA LAPORAN
JUDUL LAPORAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar/Landasan
C. Tujuan
D. Hasil yang Diharapkan
BAB Il. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
B. Panitia, Nara Sumber, Moderator, dan Peserta
C. Materi Kegiatan
D. Uraian Kegiatan
E. Hasil yang Dicapai
BAB Ill. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
A. Permasalahan
B. Pemecahan Masalah
C. Rekomendasi
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMPIRAN
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BAB VII
PENUTUP

PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal dan informal,
serta sebagai wadah/tempat pembelajaran, yang dibentuk dan didirikan dari,
oleh dan untuk masyarakat dituntut untuk berperan serta dalam menciptakan
masyarakat yang berpengetahuan dan memiliki keterampilan hidup. Dalam
fungsinya sebagai tempat masyarakat belajar, bertukar informasi, pusat
informasi, sentral pertemuan, tempat pelaksanaan dan pengembangan
pendidikan nonformal maka kelembagaan PKBM perlu diperkuat status dan
kapasitasnya sehingga PKBM menjadi lembaga yang kredibel, yang akhirnya
masyarakat tertarik dengan program yang diselenggarakan. Untuk
memperkuat kelembagaan PKBM di masyarakat, Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
memandang perlu menyusun pedoman standar pembentukan dan pengelolaan
PKBM.

Pedoman ini menjadi pegangan bagi semua pihak khususnya Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, UPT P2-PNFI, BP-PNFI, UPTD BPKB, SKB,
dan semua pihak yang terkait dalam menilai standar kelayakan berdirinya
PKBM dan pembinaan di lapangan. Bagi masyarakat, pedoman ini menjadi
media informasi dan sosialisasi tentang standar yang harus dipenuhi untuk
membentuk dan mendirikan PKBM. Adapun untuk melengkapi
pengadministrasian dalam mengelola lembaga maupun pembelajaran dapat
menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
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